ABSTRAK

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH

a. Suatu perjanjian jual beli dikatakan sah menurut hukum Islam apabila perjanjian
jual beli tersebut telah memenuhi rukun-rukun beserta syarat keabsahan perjanjian
jual beli, yakni meliputi penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan ijab gabul.
Sedangkan keabsahan perjanjian jual beli menurut BW didasarkan pada ketentuan
pasal 1320 BW, yakni meliputi cakap, sepakat, obyek tertentu dan causa yang
diperbolehkan. Pada dasarnya syarat keabsahan perjanjian menurut hukum Islam
sama halnya dengan syarat keabsahan perjanjian menurut BW. Namun dalam hal
ini terdapat beberapa perbedaan yakni menyangkut perumusan syarat kecakapan
dan juga menyangkut obyek dalam perjanjian. Perjanjian pembiayaan murabahah
sebagai pengembangan dari perjanjian jual beli murabahah, dalam lapangan hukum
Islam masuk dalam lingkup bidang hukum muamalah. Sebagai pengembangan dari
jual beli murabahah, pembiayaan murabahah harus memenuhi ketentuan-ketentuan
tentang jual beli murabahah. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam
perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka perjanjian pembiayaan
murabahah harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian baik berdasarkan hukum
Islam maupun BW.

b. Bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan murabahah, pada prakteknya
tidak secara penuh menerapkan ketentuan-ketentuan tentang murabahah, yakni

khususnya menyangkut keharusan memiliki barang yang menjadi obyek



pembiayaan sebelum barang tersebut diserahkan pada nasabah. Selain terbentur
oleh ketentuan-ketentuan hukum positif, aspek perpajakan khususnya PPN juga
menjadi salah satu kendala bagi bank syariah. Sebagai akibat dari hal itu maka bank
syariah pada pembiayaan murabahah tidak lagi berkedudukan sebagai penjual
melainkan lebih tepat dikatakan sebagai Pihak Penyedia Dana. Oleh karena itu
pengenaan PPN pada pembiayaan murabahah tidaklah tepat, karena bank syariah
dalam hal ini dapat dikatakan lebih condong menjalankan jasa penyaluran dana
yang berdasarkan ketentuan pasal 4A ayat (3) Undang-undang PPN jo Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 merupakan jenis jasa yang

dibebaskan dari pengenaan PPN.



